b.

DASAR HUKUM I

a.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan :
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Presiden Rl Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang
Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor 1 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Peraturan  Daerah  Kabupaten Sidoarjo
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Bupati Sidoarjo No 70 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

PENCATATAN PERKAWINAN s

| X

Ketentuan

a. Perkawinan yang telah dilangsungkan
Pemuka Agama harus dicatatkan pada
Kantor / Instansi pelaksana

b. Jangka waktu pencatatan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak
perkawi nan.

Pengertian Perkawinan adalah suatu ikatan

lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai

suami istri tujuannya membentuk keluarga

(rumah tangga) bahagia, kekal berdasarkan

ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974)

Persyaratan Permohonan

Perkawinan :

1. Pencatatan Perkawinan Bagi WNI adalah
mengisi formulir dan melampirkan :

a. Mempelai atau salah satu mempelai
adalah penduduk Sidoarjo

b. Surat keterangan dari Gereja atau Vihara
atau Pura tentang jadwal pelaksanaan
pemberkatan perkawinan.

cFoto copy Surat Keterangan telah
terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama/
Penghayat Kepercayaan yang dilegalisir
pemuka agama.

d. Fotocopy KTP dan KK calon suami dan
isteri NIK 3515...

e. Fotocopy KTP dan KK orang tua dari
calon suami dan Istri mempelai NIK
35T

f. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi NIK
3515.

Pencatatan

g. Pas foto berdampingan suami isteri
4 x 6 (berwarna) 8 (delapan) lembar.

h. Fotocopy Akta Kelahiran calon suami
dan isteri dilegalisir Catatan Sipil.

i. Fotocopy Ganti Nama bila pernah
ganti nama.

j. Fotocopy Surat Baptis calon suami

isteri

k. Asli Surat Keterangan Nikah Model N1,
N2, N3, N4 dari desa / kelurahan calon
suami dan isteri

I.  Surat Keterangan Belum Menikah /
Pengantar / Rekomendasi Dispenduk-
capil setempatbagi penduduk luar
Sidoarjo.

m. Surat ljin dari Instansi bagi PNS, TNI,
Polri dan pegawai BUMN.

n. Asli Akta Cerai bagi calon suami/isteri
yang cerai hidup

0. Asli Akta Perkawinan dan Akta
Kematian bagi calon suami isteri yang
cerai mati

p. Perjanjian Kawin bila ada

g. Dispensasi Keuskupan bila ada

r.  Anak yang lahir setelah pemberkatan
Nikah dan akan diakui dan disahkan
dalam perkawinan harus memiliki
Akta Kelahiran terlebih dahulu sebagai
Anak seorang ibu,

Pencatatan Perkawinan Bagi WNA sama

seperti di atas dengan menambahkan

persyaratan :

a. Fotocopy dan menunjukkan Dokumen
Asli dari Imigrasi, Paspor, KITAP, KITAS,
VISA dan STMD dari Kepolisian.

b. Semua Dokumen yang menggunakan
bahasa asing harus diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia oleh lembaga
penerjemah.

¢. Surat ljin dari Kedutaan.



